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1.Layanan Literasi Hukum Permenkum No.2 Tahun 2024

2.Bentuk Pelaksanaan Pasal 17 huruf b
. . Salah satu penyelenggaraan Divisi Peraturan
Layanan Literasi Hukum

Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum:
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas
¢ Pembuatan ROnten teknis di bidang perencanaan pembangunan
Literasi Hukum
* Sharing Knowledge

hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum,
bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum,
penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan
penyusunan produk hukum daerah, serta
bimbingan teknis di daerah;
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LAYANAN LITERASI HUKUM
DI WILAYAH I ,

Bentuk Kegiatan Layanan Literasi
Hukum

Pend@yagune imen & Informasi Hukum
E > Pembuatan Konten Literasi Hukum
N menyediakan akses informasi hukum yang
lll bersifat edukatif, komunikatif, dan mudah
, dipahami oleh masyarakat

JDIHN Literasi Hukum
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Sharing Knowledge

dilakukan melalui pertukaran informasi,
pengalaman, dan wawasan hukum secara
interaktif antara narasumber (seperti
penyuluh hukum, akademisi, praktisi
hukum, atau aparatur negara) dengan
masyarakat atau kelompok sasaran
tertentu

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
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. Aspek dalam pembuatan
konten literasi hukum

Sasaran/Segmentasi

. Jenis Konten Kanal Distribusi
Penerima Layanan

- Pelajar/Mahasiswa
 Masyarakatumum .
- Aparatur pemerintah desa Edukasi Hukum

a) Media sosial
b) Website resmi Kanwil
c) YouTube

d) Radio dan media lokal
e) Media promosicetak

a) Konten (Informasi)

- Pelaku usaha b) Konten Interaktif
- Ibu rumah tangga Hukum

- Penyandang disabilitas .

) ) c) Konten Promosi
 Komunitas tertentu |CIII'II1YCI. )
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Contoh Ragam Konten Literasi
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Konten Promosi
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INTELEKTUAL
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mengenai mekanisme perubahan konstitusi. Aturan ini dibuat untuk
memastikan bahwa perubahan UUD dilakukan secara hati-hati,

konstitusional, dan melalui prosedur yang jelas, demi menjaga
stabilitas sistem ketatanegaraan

lebih transparan
dan partisipatif! [
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Usulan perubahan UUD harus diajukan ~
oleh minimal 1/3 anggota MPR.

Usulan diajukan tertulis, mencantumkan
pasal yang diubah dan alasannya.
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Sidang perubahan UUD harus dihadiri

sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. 4 X X

Keputusan perubahan disetujui minimal
50% + 1 dari seluruh anggota MPR.

Konten Interaktif dan Edukasi

Khusus mengenai bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh
diubah.
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Sharing knowledge atau berbagi Diskusi Kelompok Terfokus
sengetahuan merupakan  salah (Focus Group Discussion/FGD)
satu bentuk pelaksanaan layanan )
literasi hukum yang dilakukan
melalui  pertukaran  informasi,

pengalaman, glcm .WOWOSOn Pelatihan Partisipatif

hukum secara interaktif antara (Participatory Legal Education)
narasumber (seperti penyuluh
hukum, akademisi, praktisi hukum,
atau aparatur negara) dengan
masyarakat atau kelompok
sasaran tertentu.

Dialog Interaktif (Online/Offline)

Sharing Session antar Aparatur
atau Institusi
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